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ABSTRAK 

 

 

Hak Milik Atas Tanah merupakan hal yang penting dalam mewujudkan 

efektifitas pelaksanaan wakaf, maka diperlukan pengawasan yang ketat. 

Pemerintah dituntut untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan wakaf dan 

pensertifikatan wakaf sehingga terjamin kepastian hukum. Pusat data Kementrian 

Agama Kab. Purworejo hingga akhir tahun 2014 menyebutkan dari 16 kecamatan 

terdapat 1629 tanah wakaf, 1264 sudah bersertifikat dan 364 belum bersertifikat. 

Artinya masih 22,34% terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat, hal ini 

dikhawatirkan memicu permasalahan perwakafan di kemudian hari. Berdasarkan 

uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah faktor 

yang mempengaruhi timbulnya permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah 

di Kabupaten Purworejo? Apakah kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan 

permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo?. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian 

lapangan yang bersifat deskriptif analitis yaitu menganalisis data yang diperoleh 

di lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui sejauh mana masyarakat sadar 

hukum. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara 

langsung kepada nara sumber yaitu Kepala KEMENAG dan Kepala KUA Kab. 

Purworejo serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan 

perwakafan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perwakafan Hak Milik 

Atas Tanah di Kabupaten Purworejo belum maksimal dilaksanakan. Hal ini 

dibuktikan dengan masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Prosedur 

pelaksanaan wakaf oleh KUA di Kabupaten Purworejo tampak sudah sesuai 

dengan UU No. 41 Tahun 2004, akan tapi masih ditemukan bahwa prosedurnya 

terlalu panjang dan tidak jelas siapa yang membiayai dana sertifikasi, dijumpai 

tanah wakaf yang tidak bertuan dan tanah wakaf yang tidak jelas batas tanahnya. 

Adapun Faktor yang mempengaruhi terjadinya Problematika Perwakafan di Kab. 

Purworejo adalah faktor tidak adanya musyawarah dalam keluarga ketika akan 

mewakafkan, faktor kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya sertifikat 

tanah wakaf dan faktor kurangnya kepedulian lingkungan untuk menjaga harta 

benda wakaf. Dalam pelaksanaan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di 

Kabupaten Purworejo ditemukan beberapa kendala, yaitu tanah wakaf yang tidak 

jelas batasnya serta hilang surat-suratnya, tanah berstatus tidak bertuan, tidak 

adanya dana operasional, dan prosedur yang berbelit. 
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  HALAMAN MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

maka apabila kamu sudah selesai dari satu urusan, 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 

hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 

(QS.Alam Nasyrah: 6-8) 

 

“Pribadi yang baik, sopan, kerendahan hati dan bijaksana 

itu terbangun dari lingkungan keluarga dan pendidikan 

sekolahnya” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan suatu hal yang penting untuk kehidupan 

bermasyarakat karena untuk menunjang kehidupan, hal ini ditandai dengan 

kenyataan bahwa sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian di 

bidang agraria. Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan 

kemasyarakatan diperoleh dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, dan 

dapat juga diperoleh dengan jalan wakaf. 

Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan 

untuk Tuhan, seperti tanah yang “diwakafkan” untuk bangunan tempat-

tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain 

sebagainya. Tanah wakaf pada dasarnya adalah “Tanah untuk Tuhan”.
1
 

Menurut Ter Haar, wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam 

yang di dalam banyak daerah di Indonesia telah diterima oleh masyarakat 

hukum adat (gerecipeerd).
2
 Resepsi wakaf dalam hukum adat tidak 

menghawatirkan, karena sebagian penduduk Indonesia beragama Islam, 

inilah salah satu dari bagian hukum adat yang berasal dari agama 

(goodiensting bestanddeel van het adat recht).
3
 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau sering disebut dengan 

                                                      
1
Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala(penyunting), Reformasi Tanah, 

(Bandung: mandar maju, 2002), hlm .52. 
2
Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum  Perseroan, Perkumpulan, 

Koperasi Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.126. 
3
Ibid,. 
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UUPA merupakan dasar-dasar dalam memberikan jaminan hukum 

mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk 

mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, 

maka masyarakat perlu untuk mendaftarkan tanah tersebut dan 

memperoleh sertipikat hak atas tanah.  

Mengenai perwakafan tanah milik,  A. P. Perlindungan,  memberi 

pandangan harus diciptakan suatu hukum agraria yang sederhana dan 

menjamin kepastian hukum dan dimasukkan unsur agama (perwakafan) 

dalam sistem hukum agraria nasional tersebut.
4
 

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 

sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus 

harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau 

beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan 

demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir 

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena 

sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta 

benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum 

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. 
5
 

Menurut UU No. 5/1960 tentang UUPA Pasal 20  menyatakan Hak 

Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 yaitu 

                                                      
4
A.P Perlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria , (Bandung: Alumni, 

1991), hlm.20. 
5
Penjelasan Umum atas  Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
6
 Perwakafan Hak Milik 

Atas Tanah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah sebagaimana 

terlihat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 49 Bab IX. Penuangan 

Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dalam UUPA tersebut secara yuridis 

merupakan realisasi dari pengakuan terhadap unsur-unsur agama. yang 

terdiri atas 3 ayat menyatakan hak atas tanah untuk keperluan suci dan 

sosial yaitu pada ayat
7
 : 

1. Hak Milik Atas Tanah badan-badan keagamaan dan sosial 

sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan 

sosial, diakui dan dilindungi badan-badan tersebut dijamin pula 

akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya 

dalam bidang keagamaan dan sosial. 

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai 

dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara dengan hak pakai. 

3. Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dilindungi dan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.
8
 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang 

hukum  perwakafan Bab I Pasal 215 ayat 1 memberikan pengertian wakaf 

adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

                                                      
6
 Ali Ahmad Chomzah, Hukum Pertanahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003), 

hlm.48. 
7
 Ibid,. 

8
 Ibid.,  hlm.58. 
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melembagakannya, untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
9
 

Tanah yang diwakafkan harus merupakan Tanah Hak Milik atau 

Tanah Milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari 

beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 Pasal 4.
10

 

Menurut UU Wakaf No. 41/2004 Pasal 1 butir 1 menyatakan: 

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / 

atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syari‟ah.
11

 

 

Tata cara pelaksanaan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah harus 

dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh bukti outentik yang dapat digunakan untuk 

berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada Kantor 

Agraria Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa 

yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan 

itu.
12

 

Pusat data Kementrian Agama Kabupaten Purworejo hingga akhir 

tahun 2014 menyebutkan dari 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo 

terdapat 1.629 tanah wakaf, 1.265 sudah bersertipikat dan 364 belum 
                                                      

9
   Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Logos 

Wacana Islam,  1999), hlm.209. 
10

 Undang-undang No. 6 tahun 1997 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai 

Perwakafan Tanah Milik. 
11

   Undang-undang  No. 41 Tahun 2004 pasal 1 butir 1. 
12

 Abdul Ghofur Anshor, Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia, 

(Yogyakarta:UGM, 1991), hlm.37. 
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bersertipikat. Artinya masih banyak terdapat tanah wakaf yang belum 

bersertipikat, hal tersebut dikhawatirkan akan memicu permasalahan 

perwakafan di kemudian hari.
13

 

Penyusun menemukan tiga permasalahan perwakafan di tiga 

kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini  kecamatan 

tersebut mempunyai tanah wakaf yang belum bersertipikat, yakni di 

Kecamatan Bayan ada seorang  wakif yang telah melakukan ikrar wakaf 

secara lisan kepada ahli waris dan perangkat desa akan tetapi wakif belum 

melakukan ikrar wakaf kepada pejabat PPAIW dan ternyata meninggal 

dunia terlebih dahulu.  Hal ini menjadi problem ketika tanah wakaf  akan 

disertipikatkan, untuk menghindari hal yang tidak di inginkan di kemudian 

hari, akan tetapi  sekarang tanah tersebut tidak bertuan, maksudnya sudah 

tidak ada pemiliknya lagi karena sudah beberapa tahun tidak membayar 

PBB. 

Selain permasalahan di atas ditemukan lagi permasalahan di 

Kecamatan Kemiri, tanah wakaf Masjid Al-Iman Desa Girimulyo yang 

akan direnovasi karena dirasa terlalu sempit. Masalah timbul setelah 

ditelusi ternyata tanah Masjid Al-Iman belum bersertifikat tapi sudah di 

ikrarkan oleh pewakif di kelurahan, namun tanah samping Masjid Al-Iman 

masih ditempati oleh ahli waris dan ini sudah bertahun-tahun sehingga 

terjadi permasalahan antara masyarakat dan ahli waris. Menurut ahli waris 

                                                      
13

Dalam Pra penelitian di kantor Kementrian Agama Kabupaten Purworejo. 
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yang diwakafkan hanyalah tanah masjid dan tanah di sampingnya tidak 

ikut diwakafkan. 

Permasalahan yang ketiga yakni di Kecamatan Purworejo I, ada 

seorang wakif yang akan mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid, 

akan tetapi cuma diikrarkan secara lisan saja kepada masayarakat setempat 

karena tanah yang akan diwakafkan tidak seluruhnya, sehingga perlu 

pemecahan sertipikat terlebih dahulu jika tanah wakaf tersebut akan 

disertipikatkan. Permasalahannya yaitu wakif tidak mau dibebani biaya 

pemecahan, sehingga tanah wakaf tersebut tidak bersertipikat. 

Penulis tertarik untuk mengetahui dan sekaligus meneliti tentang 

Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan Cara 

Penyelesaiannya Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam 

penelitian ini penulis mengambil studi di Kabupaten Purworejo. 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan 

Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan 

Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 



7 

 

1. Secara Teoritis 

a) Untuk menambah pemahaman terhadap penulis khususnya dalam 

bidang  Perwakafan Hak Milik Atas Tanah. 

b) Untuk menambah pengembangan Ilmu Pengetahuan bidang 

hukum agraria khususnya dalam hal kendala yang dihadapi dalam 

penyelesaian  permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah. 

2. Praktis 

a) Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat 

dalam bidang Perwakafan Hak Milik Atas Tanah. 

b) Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua orang, dalam hal menghadapi kendala 

dalam penyelesaian permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas 

Tanah. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran berbagai kepustakaan, penulis belum 

menjumpai tulisan yang membahas secara mendalam terkait permasalahan 

Perwakafan Hak Milik Atas Tanah. Namun demikian, penulis akan 

memaparkan berbagai hasil penelitian para sarjana. 

Tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi 

Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang”
14

 oleh Ismawati.  

Dalam tesis ini disebutkan  tentang  skandal penyalahgunaan tanah wakaf 

                                                      
14

Ismawati , “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda 

Masjid Agung Semarang‟, Tesis, pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 

2007. 
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milik Masjid Agung Semarang hanya berkisar pada masalah 

penyalahgunaan tanah wakaf Masjid Agung Semarang dan cara 

penyelesaiaannya.
15

 Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan 

adalah pada faktor yang mempengaruhi timbulya Problematika 

Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan kendala yang dihadapi dalam 

menyelesaiakan Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah . 

Skripsi Johannes Huntapea yang berjudul Tinjauan Yuridis 

Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Dalam Perspektif Hukum Agararia di 

Indonesia.
16

 Penelitian ini membahas tentang mekanisme peralihan hak 

atas tanah.
17

 Sedang pada penelitian yang peneliti lakukan adalah pada 

faktor yang mempengaruhi timbulya Problematika Perwakafan Hak Milik 

Atas Tanah dan kendala yang dihadapi dalam menyelesaiakan 

Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah. 

Skripsi dengan judul “Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan 

Penyelesaiannya ( Studi kasus atas tanah kaum di Kecamatan Peringi 

Kabupaten Ciamis)” oleh Sidik Nurjaman, Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. Dalam skripsi ini 

membahas mengenai penyebab timbulnya perselisihan tanah wakaf dan 

                                                      
15

http://eprints.undip.ac.id/17878/1/ISMAWATI,_SH.pdf. Diakses pada tanggal 15 

januari 2015, pukul 16.00WIB. 

16
http://digilib.uwp.ac.id/digilib /files/disk1/2/--johanneshu-57-103100000h.pdf. Diakses 

pada tanggal 17 Januari 2015, pukul 11.00 WIB. 
17

Johannes Hutapea, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Dalam 

Perspektif Hukum Agararia di Indonesia” ,Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 

2013. 

http://eprints.undip.ac.id/17878/1/ISMAWATI,_SH.pdf.%20Diakses
http://digilib.uwp.ac.id/digilib%20/files/disk1/2/--johanneshu-57-103100000h.pdf
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cara penyelesaian. 
18

Sedangkan dalam penelitian lakukan membahas 

tentang faktor yang mempengaruhi timbulya Problematika Perwakafan 

Hak Milik Atas Tanah dan kendala yang dihadapi dalam menyelesaiakan 

Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah. 

Skripsi dengan judul “Sengketa Wakaf Tanah Milik (Studi Kasus 

Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur) oleh Haerul Fahmi, 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2003. Dalam 

skripsi ini membahas mengenai praktik perwakafan dan upaya 

penyelesaian sengketa tanah wakaf.
19

Sedangkan dalam penelitian 

penyusun membahas mengenai faktor yang mempengaruhi timbulya 

Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan kendala yang 

dihadapi dalam menyelesaiakan Problematika Perwakafan Hak Milik Atas 

Tanah. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Hak Menguasai dari Negara (HMN) 

Hak Menguasai Negara Atas Tanah terdapat dalam pasal 33 

UUD 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikusai oleh negara, terhadap 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

                                                      
18

Sidik Nurjaman, “Persengketaan Perwakafan Tanah Milik dan Penyelesaiannya (Studi 

Kasus Atas Tanah Kaum Di Kenamatan Peringi Kabupaten Ciamis)”, Skripsi Fakultas  Syari‟ah 

Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2003. 
19

Haerul Fahmi, “Sengketa Wakaf Tanah Milik (Studi Kasus di Kecamatan Selong 

Kabupaten Lombok Timur)‟, Skripsi, Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 

2003. 
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oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.
20

 

Hak Menguasai Negara merupakan suatu konsep yang 

mendasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi 

kekuasaan dari seluruh rakyat sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya 

mempengaruhi pihak lain menjadi sentral yang dalam hal ini dipegang 

oleh negara. Pengelolaan Sumber Daya Alam  (SDA) yang dilakukan 

dan diusahakan oleh negara bermuara pada suatu tujuan yaitu sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.Tujuan tersebut menjadi tanggungjawab 

negara sebagai konsekuensi dari Hak Menguasai Negara terhadap 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, 

juga merupakan jaminan dan bentuk perlindungan terhadap sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum atas dasar 

keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
21

 

Selanjutnya kewenangan yang diberikan kepada negara dalam 

bidang pertanahan diberikan oleh UUPA, dalam pasal 2 ayat (1) 

menyebutkan: 

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan 

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan 

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
22

 

 

                                                      
20

 Indra Nolind, UUD 1945…, (Bandung:Pustaka Tanah Air,2011), hlm. 41. 
21

Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Cet Ke 1,(Yogyakarta: 

UII,2009),hlm.82. 
22

Lihat pasal 2 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria. 
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Pembatasan kekuasaan negara atas tanah yang diberikan oleh 

UUPA diuraikan dalam pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu : 

a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa.
23

 

 

2. Kepastian Hukum 

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas 

tanah individu atau masyarakat hukum adat, maka negara wajib 

memberi jaminan kepasian hukum terhadap hak atas tanah tersebut. 

Dengan adanya jaminan tersebut, seseorang akan lebih mudah 

mempertahankan hak atas tanahnya dari gangguan pihak manapun.
24

 

Menurut A.P. Parlindungan, untuk mengatasi permasalahan 

agraria harus berpijak pada satu teori tentang pandangan mengenai 

Political Will, pandangan mengenai permasalahan Planning Political 

Will, pandangan mengenai Programming, pandangan mengenai 

pengawasan, dan pandangan mengenai ketahanan nasional.
25

Dengan 

ini diharapkan terwujudnya cita-cita kepastian hukum atas tanah di 

Indonesia ini. 

                                                      
23

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang 

Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, (Jakarta:Djambatan,2003), hlm.238. 
24

 Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi, 

(Jakarta: Kompas, 2001), hlm.159. 
25

 A.P. Parlindungan, „Permohonan Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah Menurut 

Peraturan Yang  Berkaitan”,(Makalah Seminar Fakultas Hukum USU tanggal 19 oktober 1996), 

hlm.2. 
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Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan antara girik
26

dan 

sertipikat tanah atas bidang tanah yang sama, maka pemilik sertipikat 

hak atas tanah haruslah diakui kepemilikannya sampai dibuktikan 

sebaliknya. Penerbitan sertipikat tanah oleh kantor Pertanahan (BPN) 

adalah perbuatan hukum dalam Bidang Tata Usaha Negara. 

Penerbitan sertipikat tanah melalui prosedur yang ditentukan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997 adalah bersifat konstitutif, 

yaitu keputusan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat 

hukum. Akibatnya, negara menjamin dan melindungi pemilik 

sertipikat tanah.
27

 

Selain memberi jaminan kepastian hukum, negara juga 

berkewajiban memberi perlindungan terhadap Hak Milik Atas Tanah 

baik kepemilikan secara individu maupun komunal. Merupakan suatu 

kenyataan bahwa disatu pihak untuk memperoleh sebidang tanah 

relatif tidak mudah bagi sebagian orang. Sedangkan di sisi lain 

terdapat tanah-tanah seperti perkebunan, kehutanan, tanah bekas adat 

dan lain-lain yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan 

sifat haknya (ditelantarkan).  

Keadaan ini menimbulkan penggarapan oleh rakyat atas areal 

yang ditelantarkan tersebut. Pada umumnya secara de facto, rakyat 

                                                      
26

 Girik adalah bukti pembayaran pajak atas tanah, sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 

1961, yang pada umumnya di daerah pedesaan dan dikalangan warga pribumi. Sejak tahun 1961, 

girik sudah tidak  dikeluarkan lagi.menurut hukum pertanahan, pemegang girik diakui oleh hukum 

sebagai bukti kepemilikan dalam rangka pembuatan sertifikat hak atas tanah.  
27

Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Ed.1. Cet.2, (Jakarta:Sinar Grafika,2012., 

hlm.241. 



13 

 

telah mengerjakannya secara turun temurun dan tidak jarang hal ini 

terjadi atas sepengetahuan dan izin pemegang hak atau kuasanya. 

Namun secara de jure, keadaan tersebut tidak ditindaklanjuti, karena 

rakyat pada umumnya tidak menyadari pentingnya alat bukti hak itu.
28

 

3. Pendaftaran Tanah 

Mengenai pendaftaran tanah diatur dalam UUPA Pasal 19  

meliputi: 

a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. 

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. 

c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. 

Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih 

lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 

1 angka 1 , PP Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: 

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan 

penyajain serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,dalam 

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 

dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya.”
29

 

 

Menurut A.P. Parlindungan, sebagaimana dikutip oleh Urip 

Santoso pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre, yang dalam 

bahasa Belanda disebut Kadaster. Cadastre adalah suatu istilah teknis 

                                                      
28

 Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan….,hlm.160. 
29

Peraturan Pemerintah  No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 1. 
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untuk suatu record (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai 

dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang 

tanah.
30

 

Berdasarkan pengertian pendaftaran tanah yang terdapat dalam 

PP Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 1, dapat diuraikan beberapa 

unsur-unsur pendaftaran tanah: 

1) Adanya serangkaian kegiatan. 

2) Dilakukan oleh pemerintah. 

3) Secara terus menerus, berkesinambungan. 

4) Secara teratur. 

5) Bidang tanah dan satuan rumah susun. 

6) Pemberian surat bukti hak. 

7) Hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP Pendaftaran 

Tanah menganut lima asas, yaitu: 

1) Sederhana, berarti ketentuan-ketentuan pokok dan prosedur 

pendaftaran tanah harus mudah dipahami oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan, terutama oleh pemegang hak atas 

tanah. 

2) Aman, berarti pendaftaran tanah perlu diselenggarakan 

secara teliti dan cermat sehingga hasilnya mampu 

memberikan jaminan kepastian hukum. 

                                                      
30

Urip Santoso, Pendaftar dan Peralihan Hak Atas Tanah, cet 2, (Jakarta: Kencana ,2010) 

,hlm.2. 
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3) Terjangkau, yaitu pelayanan yang diberikan dalam rangka 

pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang 

memerlukan, terutama dengan memperhatikan kebutuhan 

dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 

4) Mutakhir, artinya tersedia kelengkapan yang memadai 

dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan pemeliharaan 

datanya. Data yang tersedia juga harus mukhtahir, sehingga 

harus dilakukan pendaftaran dan pencatatan perubahan-

perubahan yang terjadi di kemudian hari. 

5) Terbuka, artinya setiap saat masyarakat dapat memperoleh 

keterangan mengenai data yang benar.
31

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 

a) Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini termasuk Penelitian Lapangan (Field 

Research) yaitu Penelitian terhadap Problematika Perwakafan Hak  

Milik Atas Tanah dan cara penyelesaiannya menurut UU No 41 

Tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Purworejo. 

b)  Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. 

Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk 

                                                      
31

Ibid,. hlm.14-16. 
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menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif. 

Dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai 

peraturan perundang-undangan tentang Perwakafan Hak Milik Atas 

Tanah, sedangkan empiris digunakan untuk menganalisa sejauh 

mana masyarakat sadar hukum dalam hal melegalkan Perwakafan 

Hak Milik Atas Tanahnya. 

Dalam metode Yuridis Empiris, yang menjadi permasalahan 

adalah adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein artinya 

ada ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan 

kenyataan yang ada.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi peneliatian diantaranya: 

a) Kementian Agama Kabupaten Purworejo. 

b) Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purworejo. 

c) Warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang mempunyai 

Permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah. 

3. Sumber data dan Bahan Hukum 

a) Data Primer 

Data primer berasal dari hasil penelitian dalam lokasi 

melalui pengamatan dan wawancara. Dalam penyusunan data 

primer, penulis mendapatkan data dari Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Purworejo dan melakukan wawancara dengan Kepala 

Kementrian Agama Kabupaten Purworejo. 
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b) Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik itu 

berupa buku-buku literatur, undang-undang, kamus, dan karya 

ilmiah para Sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-

bahan skunder yang digunakan adalah: 

1) Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia  1945; 

2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan 

Pokok-Pokok Agraria; 

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik; 

5) UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 

6) Buku-buku yang berkaitan dengan Agraria dan Perwakafan 

Hak Milik Atas Tanah; 

7) Karya ilmiah/hasil penelitian para sarjana di bidang 

Perwakafan Hak Milik Atas Tanah. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a) Observasi 

Setelah menemukan permasalahan dari hasil Pra Penelitian 

dan melakukan studi pustaka, selanjutnya penulis berusaha 

melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat Purworejo. 
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Observasi ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang lebih 

jelas tentang kehidupan sosial di kabupaten Purworejo. 

b) Wawancara 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara Kepala 

Kementrian Agama Kabupaten Purworejo guna memperoleh 

informasi secara lisan terkait Problematika Perwakafan Hak Milik 

Atas Tanah di Kabupaten Purworejo serta kendala yang timbul 

dalam pelaksanaan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah. 

c) Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data tertulis 

yang ada di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purworejo 

berupa data perwakafan, data luas/bidang tanah wakaf yang ada di 

Purworejo baik yang sudah bersertipikat, maupun yang belum 

bersertipikat. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisa ini diharapkan agar data yang diperoleh dapat menjawab 

segala permasalahan yang mendasari penelitian ini. Menurut Rusdi 

Pohan, tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data 

dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga 

hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.
32

 

 

 

                                                      
32

Rusdi Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta:Lanarka Publisher:2007), 

hlm.93. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam Penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap 

bab berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka 

penulis berusaha untuk menyusun penulisan ini secara sistematis. Adapun 

rincian pembahasannya adalah sebagai berikut : 

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab 

latar belakang yang menjadi alasan penelitian ini, rumusan masalah 

merupakan kerangka permasalahan yang akan diangkat menjadi sebuah 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka merupakan 

karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu terkait 

masalah Perwakafan  Hak Milik Atas Tanah. Pada bab ini juga memuat 

kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berpikir 

yang berkaitan dengan pertanahan khususnya Perwakafan Hak Milik Atas 

Tanah. 

Bab Kedua, berisi Tinjauan Wakaf  Hak Milik Atas Tanah, 

Prosedur dan Mekanisme Perwakafan Hak Milik Atas Tanah, Pendaftaran 

Tanah, dan Permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan Cara 

Penyelesaiannya Menurut UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Bab Ketiga, merupakan tinjauan umum lapangan yang 

menguraikan Profil Kementrian Agama Kabupaten Purworejo, dan Data 

Perwakafan Tanah Milik. 
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Bab Keempat, akan menguraikan hasil penelitian dan analisa 

terhadap hasil penelitian mengenai Faktor yang mempengruhi 

Problematika Perwakafan  Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo 

dan kendala yang terjadi dalam penyelesaaian tersebut. 

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan yang diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. 

Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang 

diangkat oleh penulis. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran 

yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kementrian Agama dan 3 

(tiga) KUA di Kabupaten Purworejo diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan perwakafan di 

Kabupaten Purworejo adalah Faktor Keluarga yaitu tidak adanya 

musyawarah antara wakif dan keluarganya sebelum mewakafkan 

tanahnya, Faktor masyarakat yaitu adanya anggapan sebagian besar 

masyarakat bahwa tanpa sertipikatpun kedudukan tanah wakaf sudah 

cukup kuat karena di atas tanah wakaf atau lahan tersebut sudah 

berdiri tempat ibadah (musholla atau masjid) dan Faktor Lingkungan 

yaitu Kurangnya komunikasi antara wakif, ahli waris, nazhir, PPAIW 

dan Kantor Pertanahan sehingga status tanah tidak jelas batas dan 

kepemilikannya. 

2. Kendala dalam penyelesaian permasalahan perwakafan di Kabupaten 

Purworejo adalah: 

a. Kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan tanah wakaf sehingga 

tidak ada bukti otentik apabila terjadi masalah di kemudian hari 

b. Sulitnya memberikan kesadaran pada wakif dalam hal 

pensertipikatan tanah wakaf. 
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f. Kurang tanggap/kurang respon dari BPN untuk segera 

mengurus sertipikat tanah wakaf. 

g. Masalah dana untuk pemecahan sertipikat/pendaftaran 

sertipikat. 

h. Tanah wakaf ada dalam sengketa ahli waris. 

i. Hilangnya surat tanah, tidak jelas status tanah dan batasnya 

sehingga sulit ditindaklanjuti prosesnya 

j. Minimnya petugas PPAIW dan Kantor Pertanahan sehingga 

pengurusan sertipikat tanah terkesan lamban. 

 

B. Saran  

Melihat pelaksanaan dan kendala di atas, maka ada beberapa usulan dan saran 

untuk perbaikan selanjutnya: 

1. Kementrian Agama Kabupaten Purworejo 

Agar lebih diintensifkan lagi koordinasi antara Kantor Kemenag dengan 

Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik ditingkat provinsi maupun Kota 

beserta instansi terkait lainnya agar proses pensertifikatan wakaf berjalan 

maksimal dan tidak berbelit. 

2. KUA Kabupaten Purworejo 

Agar melakukan penyuluhan dan sosialisasi baik kepada para pejabat 

yang berwenang menangani wakaf maupun kepada masyarakat terutama 

mengenai pelaksanaan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf serta Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan 
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Pertanahan Nasional (BPN) No. 422 Tahun 2004 tentang Sertipikasi 

Tanah Wakaf yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Instansi terkait 

dengan membetuk tim Kusus Menangani Bidang Wakaf. 
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